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A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-
XVI11/2019.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

10.Surat Edaran Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan,

Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar
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Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024.

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024 pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih, maka
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota:

Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. pencegahan pelanggaran dan
sengketa Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;

2. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

3. Peraturan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT):

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pada Pasal-Pasal yang berbunyi :

Pasal 56 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Warga Negara Indonesia yang pada han pemungutan suara sudah berumur 17
(Tujuh Belas) tahun atau sudah/pemah kawin, mempunyai hak memilih.

Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:
(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar

sebagai pemilih.
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(2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik.

Pasal 61 ayat (1),yang berbunyi:

Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam
daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan
menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 178, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 182, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada
padanya saat pendaftaran pemilih menghalanghalangi seseorang untuk terdaftar
sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh

paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilih Pemula terdaftar sebagai Pemilih pada
Pemilihan Tahun 2024 dan mempunyai Dokumen kependudukan yakni KTP-el
sebagai persyaratan untuk menggunakan Hak Pilihnya pada penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Pinrang mengimbau untuk:

1. Memastikan Siswa/Siswi yang berumur 17 Tahun sudah melakukan Perekaman
KTP-El ;
Agar Memfasilitasi Siswa/Siswi yang belum melakukan Perekaman KTP-El
Memfasilitasi Siswa/Siswi agar memperoleh Identitas Kependudukan Digital
(IKD) bagi yang sudah melakukan perekaman
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Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.
KETUA
‘_ w ‘! K

ANDI FITRIANI BAKRIM.PD

Tembusan:
1. Yth. Ketua Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan;
2. Arsip.
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